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ABSTRAK

PEMENUHAN HAK MASYARAKAT ATAS INFRASTRUKTUR JALAN
DI PROVINSI LAMPUNG

Oleh

SHAFFIRA MAHARANNIE PUTRI ARKIAN ARIEF

Infrastruktur jalan merupakan fasilitas publik yang berwujud sebagai layanan
umum, yang berfungsi sebagai aksesibilitas yang menghubungkan antara daerah
dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Infrastruktur jalan sendiri telah
diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan. Namun, saat
ini infrastruktur jalan di Provinsi Lampung menjadi topik pembahasan yang
menarik di Indonesia. Mengingat kondisi infrastruktur jalan di Provinsi Lampung
yang rusak hingga menuai kritikan dari masyarakat. Permasalahan yang akan
diteliti dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana hak masyarakat atas
infrastruktur jalan di Provinsi Lampung? (2) bagaimana upaya pemerintah dalam
pemenuhan hak masyarakat atas infrastruktur jalan di Provinsi Lampung.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan sumber
data sekunder, serta tipe penelitian kualitatif dengan pendekatan perundang-
undangan dan konseptual. Pengolahan data analisis kualitatif dan tabulasi, serta
bentuk kesimpulan yang deduktif. Hasil dari penelitian menunjukkan (1)
masyarakat memiliki hak dalam berpartisipasi, ikut berpendapat, dan
mendapatkan ganti rugi atas kecelakaan akibat kerusakan dan kesalahan
pembangunan infrastruktur jalan. Namun pemerintah masih kurang cepat dalam
menanggapi pengaduan masyarakat atas infrastruktur jalan yang rusak, serta
penetapan nilai ganti rugi yang tidak sesuai dengan kerugian masyarakat. (2)
pemerintah telah berupaya dengan mengalokasikan anggaran perbaikan
infrastruktur jalan, melakukan pada 72 ruas perbaikan infrastruktur jalan,
menetapkan target kemantapan jalan. Namun, kurangnya anggaran dan SDM yang
memadai, serta pengawasan dan partisipasi masyarakat yang masih kurang
menjadi faktor penghambat upaya pemerintah. Maka penting untuk pemerintah
meningkatan partisipasi masyarakat, meningkatkan SDM, dan meningkatkan
pengawasan. Sehingga masyarakat akan memperoleh hak mereka, serta
terhindarnya kondisi infrastruktur jalan yang tidak memadai di Provinsi Lampung.

Kata Kunci: Infrastruktur Jalan, Pemenuhan Hak, dan Provinsi Lampung.



ABSTRACT

FULFILLMENT OF COMMUNITY RIGHTS TO ROAD
INFRASTRUCTURE IN LAMPUNG PROVINCE

By
SHAFFIRA MAHARANNIE PUTRI ARKIAN ARIEF

Road infrastructure is a public facility in the form of a public service, which
functions as accessibility that connects regions and improves the community's
economy. Road infrastructure itself is regulated in Law Number 2 of 2022
concerning Roads. However, currently road infrastructure in Lampung Province is
an interesting topic of discussion in Indonesia. Considering the damaged
condition of road infrastructure in Lampung Province, it has attracted criticism
from the public. The problems that will be examined in this research are (1) what
are the community's rights to road infrastructure in Lampung Province? (2) what
are the government's efforts to fulfill people's rights to road infrastructure in
Lampung Province. This research uses normative legal research methods, with
secondary data sources, as well as qualitative research types with statutory and
conceptual approaches. Data processing, qualitative analysis and tabulation, as
well as deductive conclusions. The results of the research show (1) the community
has the right to participate, share opinions, and receive compensation for accidents
resulting from damage and errors in road infrastructure construction. However,
the government is still not quick enough to respond to public complaints regarding
damaged road infrastructure, as well as determining compensation amounts that
do not correspond to community losses. (2) the government has made efforts by
allocating a budget for road infrastructure repairs, carrying out 72 sections of road
infrastructure repairs, and setting targets for road stability. However, the lack of
adequate budget and human resources, as well as inadequate community
supervision and participation are factors hampering the government's efforts. So it
is important for the government to increase community participation, improve
human resources, and improve supervision. So that people will get their rights,
and avoid inadequate road infrastructure conditions in Lampung Province.

Keywords: Road Infrastructure, Fulfillment of Rights, and Lampung
Province.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam konstitusi Indonesia yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, negara menjamin kesejahteraan masyarakatnya yang mana
juga merupakan salah satu dari tujuan Negara terutama dalam pemberian
infrastruktur jalan sebagai sarana fasilitas umum yang membantu masyarakat baik
sebagai sarana aksesibilitas maupun sebagai sarana dalam membangun
pertumbuhan ekonomi masyarakat Sehingga turut berperan serta dalam
memberikan kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut dalam Pasal 34 Ayat (3)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana dengan
jelas menyatakan bahwa “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas
pelayanan kesehatan dan fasilitas layanan umum yang layak”.! Hal tersebut
termasuk infrastruktur jalan, dimana infrastruktur jalan sebagai sarana fasilitas
publik yang termasuk ke dalam layanan umum yang diberikan pemerintah untuk
masyarakat dalam memperoleh fasilitas jalan yang aman dan nyaman saat

mengendarai transportasi.

Pembangunan infrastruktur jalan memiliki keterikatan yang kuat dengan berperan
besar dalam perekonomian daerah, dikarenakan pembangunan infrastruktur jalan
merupakan investasi dalam bentuk physical capital yang berdampak pada
pertumbuhan ekonomi jangka panjang.? Sehingga penting bagi pemerintah untuk

memenuhi infrastruktur jalan kepada masyarakat agar masyarakat dapat hidup

! Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2 D. Nihayah and G Kurniawan, (2021), “Impact of Road Infrastructure and Foreign Direct
Investment to Asean Economy,” Economics Development Analysis Journal 10,
https://shorturl.at/movO2. Diakses pada 1 Januari 2024.



dengan sejahtera, karena kemudahan dalam aksesibilitas dalam bepergian serta

layanan sosial yang akan berpengaruh dalam meningkatkan perekonomian.

Dalam Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, menyatakan
bahwa infrastruktur jalan sendiri berdasarkan statusnya dikelompokkan menjadi
Jalan Nasional, Jalan Provinsi, Jalan Kabupaten, Jalan Kota, dan Jalan Desa.
Penelitian ini sendiri berfokuskan pada infrastruktur Jalan Provinsi, dimana
berdasarkan Pasal 9 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan
yang dimaksud Jalan Provinsi merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan
jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/
kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi. Dimana pada
intinya pembangunan jalan provinsi diprioritaskan untuk memenuhi kepentingan
provinsi dengan berdasarkan pertimbangan untuk membangkitkan pertumbuhan

ekonomi, kesejahteraan, dan keamanan provinsi.

Berdasarkan Neraca Dataset Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat yang selanjutnya disingkat dengan PUPR pada tahun 2021 dari total
panjang jalan 1.693,27 km, dengan kondisi permukaan jalan baik tercatat
sepanjang 64,45% (1.091,24 km), kondisi permukaan jalan sedang tercatat
sepanjang 11,60% (196,40 km), kondisi permukaan jalan rusak ringan tercatat
sepanjang 14,14% (239,44 km), dan kondisi permukaan jalan rusak berat tercatat
sepanjang 9,815% (166,20 km).> Pada tahun 2023 tingkat kerusakan jalan di
Lampung sendiri adalah sebesar 5.613 km dengan tingkatan rusak ringan dan
5.436 km tingkatan rusak berat, dengan kategori jalan provinsi tercatat sepanjang
405 km dinyatakan mengalami kerusakan.* Dari data-data tersebut dapat dilihat
kurangnya pemenuhan hak masyarakat atas fasilitas infrastruktur jalan di Provinsi

Lampung, dengan tingkat panjang kerusakan jalan Provinsi Lampung yang cukup

tinggi.

3 Ditjen Bina Marga, 2021, “Neraca Dataset Kondisi Permukaan Jalan Provinsi,”

https://data.pu.go.id/visualisasi/neraca-dataset-kondisi-permukaan-jalan-provinsi. Diakses pada 9
Maret 2023.

4 Rosyid Bagus Ginanjar Habibi, 2023, “Porsi APBN Infrastruktur Jalan Lampung,” detikNews,
https://shorturl.at/cxyDY . Diakses pada 9 Maret 2023.



Sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022, Pemerintah Provinsi Lampung memiliki wewenang dalam penyelenggaraan
Jalan Provinsi. Dimana kewenangan dalam penyelenggaraan Jalan Provinsi
sendiri meliputi kewenangan dalam pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan
pengawasan jalan provinsi. Pengaturan tersebut juga dipertegas dengan kembali
tertuang dalam Pasal 58 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2006
tentang Jalan. Bahkan, berdasarkan Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 38 Tahun 2006 yang berbunyi “Sebagian wewenang Pemerintah dalam
pembangunan jalan nasional yang meliputi perencanaan teknis, pelaksanaan
konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan dapat dilaksanakan oleh
pemerintah provinsi.”> Pemerintah provinsi juga memiliki sebagian kewenangan
pemerintah dalam pembangunan jalan nasional yang mana meliputi perencanaan
teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian hingga pemeliharaan.
Meskipun sejauh ini dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung serta dalam
Peraturan Gubernur Provinsi Lampung terkait infrastruktur jalan, hanya
mencangkup infrastruktur jalan provinsi dari segi organisasi yang bersangkutan
hingga retribusi muatan lebih serta uang jaminan atas pemanfaatan ruang milik

jalan.

Dalam Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, Pembangunan
Jalan adalah kegiatan penyusunan program dan anggaran, perencanaan teknis,
pengadaan tanah, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian Jalan, dan/ atau
preservasi jalan. Di samping adanya pembangunan dan pengadaan Jalan,
pemeliharaan atas Jalan yang sudah ada merupakan satu hal yang sangat penting.
Hal tersebut dijelaskan secara lebih lanjut dalam Pasal 35G Ayat (1) Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022. Dimana Preservasi jalan merupakan kegiatan yang
pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, rehabilitasi, rekonstruksi, dan
pelebaran menuju standar. Berdasarkan ketentuan tersebut, perbaikan jalan
merupakan kegiatan yang termasuk ke dalam kategori pembangunan infrastruktur
jalan sebagai bentuk layanan masyarakat dalam pemenuhan hak masyarakat

dalam memperoleh infrastruktur jalan serta sebagai bentuk upaya pemeliharaan

5 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2006 tentang Jalan.



dan rehabilitasi jalan Sehingga jalan dapat berfungsi dengan baik sehingga

mencapai umur yang telah direncanakan.

Dengan adanya kewenangan dalam penyelenggaraan Jalan Provinsi yang dimiliki
Pemerintah Provinsi Lampung, disamping data tingkat kerusakan Jalan Provinsi
Lampung. Dapat dikatakan Pemerintah Provinsi Lampung memiliki peran penting
dalam mengatasi permasalahan terkait tingkat kerusakan jalan di Provinsi
Lampung. Sehingga Pemerintah Provinsi Lampung memiliki peran tanggung
jawab yang penting dalam perbaikan infrastruktur jalan yang rusak sebagai upaya

Preservasi Jalan dalam bentuk kegiatan pemeliharaan berkala jalan.

Saat ini, infrastruktur jalan menjadi sorotan masyarakat. Terlebih pasca kasus
viral infrastruktur jalan yang buruk di daerah Lampung tepatnya di daerah
Lampung Tengah yang menarik perhatian Presiden Indonesia ke-6 yakni Bapak
Ir. H. Joko Widodo. Dimana kondisi infrastruktur jalan di kawasan Lampung
Tengah dapat dikatakan tidak baik karena kondisi jalan yang rusak sehingga
membentuk lubang yang akhirnya membuat genangan air. Kondisi infrastruktur
jalan yang rusak dan sudah lama tidak dilakukan perbaikan jalan membuat
kendaraan masyarakat sekitar yang menggunakan jalan rusak sehingga terancam
terjadinya kecelakaan akibat penggunaan infrastruktur jalan yang rusak. Hal
tersebut juga dialami oleh Presiden ke-6 Indonesia serta aparat pemerintah yang

turut melakukan pengecekan dan percobaan jalan yang rusak di Lampung Tengah.

Menurut pendapat Prasetyo Ade Yute, dampak yang dapat ditimbulkan dari
kerusakan infrastruktur jalan sendiri meliputi adanya kecelakaan kendaraan,
ketidaknyamanan pengendara, terganggunya perekonomian masyarakat, dampak
terhadap sosial budaya, biaya perawatan kendaraan, dan terganggunya kesehatan
tubuh.® Dengan data kerusakan infrastruktur jalan yang rusak tersebut serta
dampak yang dapat ditimbulkan dari kerusakan infrastruktur jalan, pemerintah
sebagai pihak penyelenggara jalan memiliki tanggung jawab dan tugas untuk

melakukan preservasi jalan berupa pemeliharaan dan perbaikan jalan.

I Gusti Agung, et al., (2022), “Analisis Penyebab Dan Dampaknya Kerusakan Infrastruktur Jalan
Terhadap Para Pengguna Jalan Dan Masyarakat Sekitar (Studi Kasus: Ruas Jalan Benteng Jawa,
Kabupaten Manggarai Timur),” Jurnal llmiah Kurva Teknik 11, no. 2 (2022): 32-36, https://e-
journal.unmas.ac.id/index.php/jikt. Diakses pada 1 Januari 2024.



Sebagaimana ketentuan Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, bahwa pemerintah sebagai
penyelenggara jalan bertugas untuk segera memperbaiki jalan yang rusak yang
mampu mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Maka, Presiden Indonesia ke-6
dalam wawancaranya saat kunjungan untuk pengecekan kondisi jalan Provinsi
Lampung mengatakan akan ada penganggaran dana dari pusat untuk perbaikan
infrastruktur jalan di Provinsi Lampung sebesar Rp 800 Miliar. Penganggaran
dana yang telah dijanjikan oleh Presiden dari Pemerintah Pusat, merupakan

anggaran Dana Transfer Khusus yang selanjutnya disingkat dengan DAK.

Sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022, dimana dalam penganggaran pembangunan jalan umum
baik tingkat nasional, provinsi, kabupaten, kota, maupun desa menjadi tanggung
jawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa sesuai dengan
kewenangannya.” Namun, Pemerintah Pusat juga dapat memberikan bantuan
anggaran kepada Pemerintah Daerah terkait pembangunan jalan umum di daerah
sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam Ayat (2). Maka, berdasarkan ketentuan
yang telah berlaku Pemerintah Pusat memiliki tanggung jawab dalam
penyelenggaraan infrastruktur jalan untuk masyarakat daerah termasuk
masyarakat Provinsi Lampung. Selain itu, berdasarkan Pasal 15 Ayat (3) Undang-
Undang Nomor 38 Tahun 2004 menyatakan bahwa “Dalam hal pemerintah
provinsi belum dapat melaksanakan sebagian wewenangnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), pemerintah provinsi dapat menyerahkan wewenang
tersebut kepada Pemerintah.” Dimana dalam hal ini pemerintah provinsi dapat
menyerahkan kewenangan dalam penyelenggaraan jalan provinsi, apabila
pemerintah provinsi belum bisa melaksaksanakan kewenangannya dalam

penyelenggaraan jalan provinsi kepada masyarakat daerahnya.

Namun, Pasal 15 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 telah diubah
dengan Pasal 15 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022. Dengan
berbunyi “Dalam hal Pemerintah Daerah provinsi belum dapat melaksanakan

wewenang pembangunan Jalan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Pemerintah

7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
38 Tahun 2004 tentang Jalan.



Pusat melakukan pengambilalihan pelaksanaan urusan Pembangunan Jalan
provinsi.”  Sehingga bukan pemerintah provinsi yang menyerahkan
kewenangannya, namun pemerintah pusat yang melakukan pengambilalihan atas
penyelenggaraan jalan provinsi apabila pemerintah daerah belum dapat

menjalankan kewenangannya terkait penyelenggaraan jalan provinsi.

Banyaknya masyarakat yang merasakan tidak mendapatkan fasilitas infrastruktur
jalan dan layak, serta maraknya kasus infrastruktur jalan yang rusak di Lampung
yang menjadi sorotan masyarakat Indonesia. Hal tersebut telah disuarakan oleh
masyarakat, dengan melalui pengaduan atas kerusakan jalan yang sudah selama 7
tahun tidak dilakukan perbaikan. Tercatat telah diterima 6 laporan pengaduan
kepada ombudsman atas kerusakan infrastruktur jalan di Lampung.® Atas kasus
infrastruktur jalan yang rusak di Lampung tersebut, menjadi hal yang sangat
menarik untuk diteliti dan dikaji. Tingkat kerusakan jalan Provinsi Lampung yang
tercatat sebesar 405 km, menjadi dasar dalam meneliti pemenuhan hak atas

fasilitas infrastruktur jalan di Provinsi Lampung.

Mengingat kembali, bahwa kegiatan pemeliharaan jalan provinsi merupakan suatu
tugas dan fungsi dari Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung.®
Yang dalam hal ini merupakan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi
Lampung, yang mana berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11
Tahun 1994 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
Provinsi Daerah Tingkat I Lampung dibantu oleh Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Provinsi Daerah Tingkat I Lampung. Maka dari itu disusunlah penelitian ini dengan
judul “Pemenuhan Hak Masyarakat Atas Infrastruktur Jalan Di Provinsi
Lampung”. Dengan rumusan pembahasan permasalahan yang meliputi bagaimana
hak masyarakat atas infrastruktur jalan berdasarkan pengaturan perundang-
undangan yang berlaku, serta bagaimana upaya pemerintah dalam pemenuhan hak

masyarakat atas fasilitas infrastruktur jalan di Provinsi Lampung. Penelitian ini

8 Perwakilan Lampung, 2023, “Ombudsman Lampung Terima 6 Laporan Jalan Provinsi,”
https://shorturl.at/pAGHT. Diakses pada 9 Maret 2023.

® Afrisol Putra, Dikpride Despa, and Herry Wardono, (2022), “Kajian Unit Pelaksana Teknis
Daerah (UPTD) Jalan Dan Jembatan Wilayah V Sebagai Pelaksana Pemeliharaan Rutin Jalan
Provinsi Dengan Cara Swakelola,” Seminar Nasional Insinyur Profesional (SNIP) 1, no. 1: 1-7,
https://rb.gy/2ufqgs0. Diakses pada 1 Januari 2024.



bertujuan dalam memahami lebih lanjut terkait hak masyarakat terkait
infrastruktur jalan dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan
infrastruktur jalan yang baik. Serta memahami upaya pemerintah dalam
pemenuhan hak masyarakat atas fasilitas infrastruktur jalan di Provinsi Lampung,
dan faktor yang menjadi penghambat pemerintah dalam pemenuhan hak

masyarakat atas infrastruktur jalan di Provinsi Lampung.

1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan penjabaran yang melatar belakangi penelitian, rumusan masalah
yang akan menjadi fokusan utama dalam penelitian adalah:
1. Bagaimana hak masyarakat atas infrastruktur jalan berdasarkan pengaturan
perundang-undangan yang berlaku?
2. Bagaimana upaya pemerintah dalam pemenuhan hak masyarakat atas

infrastruktur jalan di Provinsi Lampung?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini pada dasarnya disusun dengan tujuan sebagai salah satu pemenuhan
syarat dalam memperoleh kelulusan serta gelar sarjana hukum yang mana
merupakan salah satu bagian proses perkuliahan dengan maksud melatih
kemampuan dalam memecahkan permasalahan hukum yang sedang terjadi di
Indonesia.

Selain dari pemenuhan syarat kelulusan, penelitian ini juga dilakukan dengan
tujuan:

1. Memberikan pemahaman terkait pengaturan hak masyarakat atas
infrastruktur jalan dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan
infrastruktur jalan yang baik, berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

2. Memahami dan mengetahui bagaimana upaya pemerintah pemenuhan hak
masyarakat atas infrastruktur jalan di Provinsi Lampung. Serta faktor yang
menjadi penghambat pemerintah dalam pemenuhan hak masyarakat atas

infrastruktur jalan di Provinsi Lampung.



BABII
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Arti Penting Penyelenggaraan Infrastruktur Jalan Dalam Konteks Sosial
Budaya Ekonomi

Sebagaimana pernyataan Pasal 33 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, yang sebagaimana berbunyi ‘“bahwa
infrastruktur jalan sebagai salah satu pilar utama untuk kesejahteraan umum dan
sebagai prasarana dasar dalam layanan umum dan pemanfaatan sumber daya
ekonomi sebagai bagian dari sistem transportasi nasional melalui pendekatan
pengembangan wilayah agar tercapai konektivitas antar pusat kegiatan,
keseimbangan dan pemerataan pembangunan antardaerah, peningkatan
perekonomian pusat dan daerah dalam kesatuan ekonomi nasional”.’® Dalam hal
ini secara tegas menyatakan bahwa penyelenggaraan jalan merupakan salah satu
upaya pemerintah dalam meningkatkan sosial budaya dan ekonomi masyarakat,
sehingga terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Dari segi pengertiannya, sebagaimana dijelaskan dalam KBBI infrastruktur adalah
sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung suatu sistem atau
organisasi. Sedangkan menurut American Public Works Association, pengertian
dari infrastruktur sendiri adalah fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan atau
dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam
penyediaan air, tenaga listrik, pembuangan limbah, transportasi dan layanan-

layanan similar untuk memfasilitasi tujuan-tujuan sosial dan ekonomi.

10 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

' Cindy Ayu Lestari et al., (2023), “Peran Pemerintah Dalam Menanggulangi Kerusakan
Infrastruktur Jalan Di Desa Bah Tobu Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupaten Simalungun,”
Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE) 2, https://rb.gy/fwonla. Diakses pada 1 Januari 2024.



Sementara para ahli sendiri memiliki pendapat yang berbeda-beda terkait dari
pengertian infrastruktur itu sendiri, diantaranya:

1. Menurut pendapat Grigg, infrastruktur adalah sebuah sistem yang
memberi layanan yang diperlukan seperti transportasi, bangunan, serta
fasilitas umum yang lain.*

2. Menurut pendapat Mulyadi Sumarto, infrastruktur adalah suatu sistem
yang terdiri dari sarana dan prasarana yang dibangun untuk mendukung
kegiatan manusia dalam berbagai bidang.*

3. Menurut pendapat Mankiw, infrastruktur sendiri merupakan wujud dari
public capital (modal publik) yang dibentuk dari investasi yang dilakukan
pemerintah.'*

4. Menurut pendapat Fadel Muhammad, pengertian infrastruktur merujuk
pada sistem fisik dalam menyediakan transportasi, pengairan, drainase,
bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik lain seperti listrik,
telekomunikasi, air bersih dan sebagainya, yang dibutuhkan untuk
memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi.*®

Dari penjelasan terkait pengertian-pengertian dari infrastruktur di atas, pada
intinya infrastruktur merupakan sarana fasilitas umum yang dapat berupa
bangunan, jalan, jembatan, saluran pembuangan yang diberikan pemerintah
sebagai bentuk investasi. Infrastruktur sering dinyatakan sebagai investasi
pemerintah, dimana infrastruktur berperan bagi pemerintah dalam memenuhi
kebutuhan masyarakat sehingga masyarakat dapat hidup dengan sejahtera. Serta
mendukung pertumbuhan perekonomian dalam dunia usaha, dengan tujuan
menunjang produktivitas dan pertumbuhan output. Komite Pemantauan
Pelaksanaan Otonomi Daerah sendiri mendefinisikan faktor-faktor yang dominan

mempengaruhi daya tarik investasi daerah salah satunya infrastruktur fisik, yang

12N. S. Grigg, 1988, Infrastructure Engineering And Management (New York: Wiley).

13 Reky Prayogo and Darmawan Pontan, (2021), “Identification of Dominant Factors Levels for
Tourism Infrastructure Development of Natural Reserves,” Prosiding Seminar Intelektual Muda 3,
no. 1988, https://rb.gy/jpc2x9. Diakses pada 1 Januari 2024.

14 Mastura Karateng, Mulyadi Mulyadi, and Masweni Masweni, (2023), “Pengaruh Pembangunan
Infrastruktur Jalan Tani Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Lauwa Kecamatan
Pitumpanua Kabupaten Wajo,” Journal of Research and Development on Public Policy 2, no. 2:
98-113, https://shorturl.at/lovpS. Diakses pada 1 Januari 2024.

15 Muhammad Fadel, 2004, Reinventing Government (Pengalaman Dari Daerah) (Jakarta: PT.
Elex Media Komputindo).
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diantaranya infrastruktur jalan yang menarik daerah tersebut untuk dijadikan
daerah investasi untuk investor.’* Sehingga, penting adanya peran Pemerintah
Daerah dalam menyediakan infrastruktur terutama infrastruktur jalan yang aman
dan strategis sebagaimana kebutuhan daerah dengan guna dalam menarik investor
untuk meningkatkan perekonomian daerah.

Sedangkan pengertian jalan sendiri, secara tegas diatur dalam peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022, Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi
segala bagian jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan
perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada
permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas
permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel. Mengutip pendapat
Adji Adisasmita, “jalan merupakan prasarana transportasi dasar yang meliputi
bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang
diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas
permukaan tanah, di bawah permukaan tanah atau air serta di atas permukaan
air”.” Jalan merupakan salah satu bentuk fasilitas infrastruktur yang disediakan
pemerintah yang berfungsi sebagai aksesibilitas untuk masuk ke suatu daerah.
Sementara dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004,
dijelaskan bahwa jalan merupakan bagian prasarana transportasi yang berperan
penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik,
pertahanan dan keamanan, serta kemakmuran rakyat sebesar-besarnya.
Infrastruktur jalan sendiri adalah salah satu penunjang pertumbuhan dan
produktivitas pada suatu negara yang mempengaruhi proses produksi, jasa
sehingga pengembangan wilayah menuju keselarasan pertumbuhan regional,
pedesaan, serta perkotaan.'® Infrastruktur jalan, merupakan fasilitas umum yang
diberikan pemerintah yang berguna sebagai aksesibilitas penghubung antar daerah

yang berfungsi dalam meningkatkan perekonomian serta meningkatkan

16- Awal. N Bahason, 2022, Pengaruh Ekonomi Dalam Pembangunan Investasi Infrastruktur
Sulawesi Tengah (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media).

17 Sakti Adji Adisasmita, 2011, Transportasi Dan Pengembangan Wilayah (Yogyakarta: Graha
[lmu).

18 Andi Setyo Pambudi, Sri Hidayati, and Bambang Pramujo, (2022), “Analisis Permasalahan
Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Provinsi Papua Barat,” Jurnal llmu Administrasi Publik 7, no.
2, https://shorturl.at/DOSo02. Diakses pada 1 Januari 2024.
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kesejahteraan masyarakat. infrastruktur jalan sering dikatakan sebagai alat
investasi pemerintah, dimana infrastruktur jalan merupakan salah satu aset
pemerintah yang memiliki fungsi utama yakni meningkatkan perekonomian. Hal
tersebut dikarenakan infrastruktur jalan sering digunakan dalam kegiatan
distribusi barang, serta digunakan sebagai sarana aksesibilitas pengunjung atau
konsumen ke tempat usaha masyarakat sekitar maupun wisata daerah setempat.
Peran infrastruktur jalan dalam kegiatan distribusi sendiri telah diatur dalam
Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 yang berbunyi “Jalan
sebagai prasarana distribusi barang dan jasa merupakan urat nadi kehidupan
masyarakat, bangsa, dan negara”.?® Berdasarkan pernyataan ketentuan Pasal 5
Ayat (2) tersebut dapat dilihat bahwa infrastruktur jalan memiliki peran penting
dalam penyelenggaraan Negara serta dalam kehidupan masyarakat.

Pemerintah dalam menyediakan fasilitas infrastruktur jalan tentunya haruslah
memenuhi syarat laik fungsi jalan, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam
Pasal 22 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Sehingga infrastruktur
jalan dapat digunakan oleh masyarakat dengan aman dan nyaman. Hal tersebut
sesuai dengan tujuan dari penyelenggaraan jalan sendiri yang dijelaskan dalam
ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, yakni dalam
mewujudkan:

a. Ketertiban, keamanan, kelancaran, keselamatan arus penumpang dan
barang, serta kepastian hukum dalam penyelenggaraan jalan.

b. Penyelenggaraan jalan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi,
percepatan  distribusi  logistik, pemerataan pembangunan, dan
implementasi pembangunan jalan berkelanjutan.

c. Peran penyelenggara jalan secara optimal dalam pemberian layanan
kepada masyarakat.

d. Layanan jalan yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan
masyarakat dengan memenuhi kinerja jalan yang laik fungsi dan berdaya
saing.

e. Sistem jaringan jalan yang efisien dan efektif untuk mendukung

terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu.

19 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.
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f. Pengusahaan jalan tol yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan serta
memenuhi SPM.

g. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan jalan.

h. Sistem jaringan jalan yang berkelanjutan.
Agar tujuan dalam penyelenggaraan Jalan tersebut tercapai, berdasarkan Pasal 2
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 dalam penyelenggaraan Jalan tentunya
haruslah dilaksanakan dengan berdasarkan asas kemanfaatan, asas keselamatan,
asas keamanan dan kenyamanan, asas persatuan dan kesatuan, asas efisiensi dan
efektivitas, asas keadilan, asas keserasian, keselarasan, dan keseimbangan, asas
keterpaduan, asas kebersamaan dan kemitraan, asas berkelanjutan, asas
transparansi dan akuntabilitas, serta terakhir asas partisipatif. Sehingga
penyelenggaraan jalan dengan yang berlandaskan asas-asas yang dimaksud dapat
menghasilkan Infrastruktur Jalan yang dapat mensejahterakan masyarakat serta
dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.
Infrastruktur jalan sendiri berdasarkan Pasal 56 Ayat (3) Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 5 Tahun
2023 tentang Persyaratan Teknis Jalan Dan Perencanaan Teknis Jalan,
dikelompokkan dalam beberapa kelas berdasarkan fungsi dan intensitas lalu lintas
serta daya dukung lalu lintas dengan tujuan untuk kepentingan pengaturan
penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan. Serta berdasarkan
daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi kendaraan
bermotor. Pengelompokan jalan dalam beberapa kelas sendiri meliputi:

a. Jalan kelas I, yang terdiri dari jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui
kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter,
serta ukuran panjang tidak melebihi 18.000 milimeter, dan muatan sumbu
terberat 10 ton.

b. Jalan kelas II, yang terdiri dari jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan
yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan dengan ukuran lebar tidak
melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 milimeter,
ukuran paling tinggi 4.200 milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 ton.

c. Jalan kelas III, yang terdiri dari jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan

yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi
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2.100 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 milimeter, ukuran
paling tinggi 3.500 milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 ton.

d. Jalan kelas khusus, yang terdiri dari jalan arteri yang dapat dilalui
Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar melebihi 2.500 milimeter, ukuran
panjang melebihi 18.000 milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 milimeter,
dan muatan sumbu terberat lebih dari 10 ton.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022, jalan berdasarkan peruntukannya terdiri atas jalan umum dan jalan khusus.
Jalan umum dibagi kembali berdasarkan fungsi dan statusnya. Berdasarkan
fungsinya jalan umum dikelompokkan menjadi:

a. Jalan arteri, yang merupakan jalan umum yang berfungsi melayani
angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata
tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara efisien.

b. Jalan kolektor, yang merupakan jalan umum yang berfungsi melayani
angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang,
kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.

c. Jalan lokal, yang merupakan jalan umum yang berfungsi melayani
angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata
rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.

d. Jalan lingkungan, yang merupakan jalan umum yang berfungsi melayani
angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan
rata-rata rendah.

Sedangkan jalan umum berdasarkan statusnya dikelompokkan ke dalam Jalan
Nasional, Jalan Provinsi, Jalan Kabupaten, Jalan Kota, dan Jalan Desa. Jalan
Provinsi yang dimaksud sendiri, meliputi:

a. Jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan
ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten/kota yang merupakan jalan
kolektor primer.

b. Jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan
antar ibukota dengan kabupaten/kota yang merupakan jalan kolektor

primer.
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c. Jalan strategis provinsi yang pembangunannya diprioritaskan untuk
melayani kepentingan provinsi berdasarkan pertimbangan untuk
membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan keamanan.

Dalam hal Jalan Provinsi, pemerintah daerah Provinsi Lampung memiliki
wewenang dalam penyelenggaraan Jalan Provinsi yang meliputi pengaturan,
pembinaan, pembangunan, dan pengawasan Jalan Provinsi. Pengaturan Jalan
Provinsi sendiri mencangkup perumusan kebijakan penyelenggaraan Jalan
Provinsi yang berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan, penyusunan
pedoman operasional penyelenggaraan Jalan Provinsi dengan memperhatikan
keserasian antar wilayah Provinsi, penetapan fungsi jalan dalam sistem jaringan
jalan sekunder dan jaringan jalan kolektor yang menghubungkan Ibu Kota
Provinsi dengan Ibu Kota Kabupaten, antar Ibu Kota Kabupaten, Jalan lokal, dan
Jalan lingkungan dalam sistem jaringan jalan primer, serta mencangkup penetapan
status Jalan Provinsi, dan penyusunan perencanaan jaringan Jalan Provinsi. Dalam
penyusunan perencanaan jaringan Jalan Provinsi yang dimaksud sendiri juga
perlu untuk memperhatikan terkait rencana pembangunan jangka panjang
Provinsi, rencana tata ruang Provinsi, tataran transportasi wilayah Provinsi yang
ada dalam sistem transportasi Nasional, rencana umum jaringan Jalan nasional,
dan implementasi pembangunan jalan berkelanjutan.

Hal tersebut dikarenakan pembangunan infrastruktur jalan merupakan salah satu
bentuk wupaya pemerintah dalam pembangunan jangka panjang, untuk
meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat yang dilakukan
dengan secara terencana dan komprehensif. Sebagaimana pendapat Effendi,
pembangunan merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk terciptanya
peningkatan sumber daya yang dilaksanakan secara terencana dengan
menggunakan prinsip daya guna secara merata dan berkelanjutan.” Sehingga
penting dalam penyusunan perencanaan jaringan Jalan Provinsi untuk
memperhatikan rencana pembangunan jangka panjang Provinsi serta rencana tata
ruang Provinsi maupun rencana pembangunan lain agar penyelenggaraan
infrastruktur jalan dapat berjalan dengan baik tanpa saling bersinggungan dengan

rencana pembangunan yang lain. Dimana hal tersebut akan berdampak pada

20 B. Effendi, 2002, Pembangunan Daerah Otonomi Berkeadilan (Yogyakarta: Uhaindo dan
Offset).
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ketidaksesuaian fungsi jalan serta masyarakat yang mengalami dampak dari
pembangunan infrastruktur jalan tersebut.

Terkait pengaturan jalan umum dan jalan khusus, berdasarkan Peraturan Daerah
Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pengaturan Jalan Umum Dan
Jalan Khusus Untuk Angkutan Hasil Tambang Dan Perkebunan diatur mengenai
penggunaan jalan umum dan jalan khusus untuk angkutan hasil tambang dan
perkebunan di Provinsi Lampung. Hal ini bertujuan agar:

1. Mewujudkan keamanan, ketertiban dan keselamatan dalam penggunaan
jalan.

2. Mewujudkan sistem jaringan jalan yang berdaya guna dan berhasil guna
untuk mendukung penyelenggaraan sistem transportasi yang terpadu.

3. Mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan.

4. Mewujudkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan bagi masyarakat
pengguna jalan.

5. Memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah
kerusakannya.

6. Mengantisipasi penurunan fisik mas jalan umum melalui pengendalian dan
pembatasan lalu lintas pengangkutan hasil produksi pertambangan dan
perkebunan yang melewati ruas jalan urnum, dengan rnempertimbangkan
kemarnpuan struktur dan kapasitas.

7. Terwujudnya tertib dan keterpaduan penyelenggaraan jalan.

8. Tersedianya jalan yang memenuhi ketentuan keamanan, keselamatan,
ketertiban, kelancaran, ekonomis, keterpaduan dan ramah lingkungan.

Kendaraan angkutan hasil produksi pertambangan dan perkebunan dilarang
melewati jalan umum dalam hal memiliki Muatan Sumbu Terberat (MST) di atas
8 ton, memiliki ukuran lebar tidak melebihi 2.100 milimeter, ukuran panjang tidak
melebihi 9.000 milimeter, ukuran paling tinggi 3.500 milimeter, serta konvoi
kendaraan atau angkutan hasil produksi pertambangan dan perkebunan. Makna
dari konvoi sendiri merupakan iring-iringan kendaraan pengangkut hasil
pertambangan dan perkebunan yang melebihi 2 unit serta dapat menimbulkan
terganggunya lalu lintas umum. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung

Nomor 11 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Dispensasi Jalan Dan Kompensasi
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Atas Muatan Lebih Angkutan Barang, telah ditetapkan dalam jalan lintas Provinsi
Lampung penarikan retribusi izin dispensasi jalan atas muatan lebih angkutan
barang sebagai upaya dalam pembinaan, pengendalian dan pengawasan atas
kegiatan penyimpanan atau penimbunan semen, batubara, dan mineral lainnya.
Dengan tujuan sebagai kompensasi terhadap dampak yang ditimbulkan oleh
kegiatan tersebut kepada lingkungan wilayah Provinsi Lampung. Retribusi yang
ditetapkan sendiri untuk penimbunan semen sebesar Rp. 2.500 per-ton, dan untuk
penimbunan batubara sebesar Rp. 10.000 per-ton. Sebagaimana ketentuan yang
diatur dalam Pasal 8 Ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11
Tahun 2000.

Penting juga untuk memperhatikan bagian-bagian jalan yang dipergunakan untuk
mobilitas, konstruksi jalan, keperluan peningkatan kapasitas jalan, dan
keselamatan bagi pengguna jalan terkait saat penyelenggaraan infrastruktur jalan.
Sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022.
Bagian-bagian jalan tersebut meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan
ruang pengawasan jalan. Yang dimaksud dengan ruang manfaat jalan sendiri
terdiri dari badan jalan, jalur kendaraan bermotor, pejalan kaki, pesepeda, dan
penyandang disabilitas, serta saluran tepi jalan, ambang pengaman jalan, jalur
jaringan utilitas terpadu, dan jalur lajur atau jalur angkutan massal berbasis jalan
maupun lajur khusus lalu lintas lainnya.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 11 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun
2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Uang Jaminan Atas Pemanfaatan Ruang
Milik Jalan Yang Berstatus Jalan Provinsi, ruang milik jalan merupakan ruang
manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan
bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa
yang akan datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi
oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu. Dengan ditetapkannya Peraturan
Gubernur tersebut, telah diberlakukan adanya uang jaminan atas pemanfaatan
ruang milik jalan. Termasuk dalam segi tata cara penyetoran, penggunaan, hingga
pengembalian uang jaminan jalan Provinsi Lampung.

Peraturan tersebut ditetapkan dengan tujuan sebagai jaminan pengembalian

kondisi untuk pemanfaatan ruang milik jalan yang tidak sesuai dengan teknis,
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serta bertujuan untuk membagi fungsi dan peran instansi terkait dalam rangka
mengoptimalisasikan pelayanan publik terkait infrastruktur jalan. Sebagaimana
ketentuan Pasal 9 huruf d Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2023,
besaran uang jaminan ditetapkan sebesar 200% dari jumlah perkiraan biaya
sebagaimana sesuai dengan perhitungan teknis yang telah ditentukan oleh Dinas
Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung.
Selain memperhatikan bagian-bagian jalan, penting juga untuk memperhatikan
perlengkapan jalan yang mana diatur dalam Pasal 25 Ayat (1) Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2009. Yang mana terdiri dari rambu lalu lintas, marka jalan, alat
pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengaman
pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, fasilitas untuk sepeda,
pejalan kaki, dan penyandang cacat, serta fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas
dan angkutan jalan yang berada di Jalan dan di luar badan jalan. Penyediaan
fasilitas jalan untuk penyandang sendiri secara tegas diatur dalam Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2009. Dengan Pasal 242 Ayat (1) yang menyatakan
bahwa pemerintah hingga perusahaan angkutan umum wajib memberikan
perlakuan khusus di bidang lalu lintas dan angkutan jalan kepada penyandang
cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit.
Dalam penyusunan program pembangunan jalan nasional, provinsi, kabupaten,
kota, ataupun desa tentunya meliputi penyusunan program pembangunan jalan
baru dan preservasi jaringan jalan yang sudah ada. Dengan dalam penyusunan
program pembangunan jalan baru, tentunya harus sesuai dan sejalan dengan
sistem transportasi dan logistik yang berdasarkan rencana tata ruang. Yang
bertujuan untuk mempercepat mobilitas barang dan jasa atau orang, menciptakan
sistem logistik yang efisien, serta membuka akses yang menghubungkan antar
wilayah Indonesia. Sementara preservasi jaringan jalan yang sudah ada,
sebagaimana yang telah sebelumnya diuraikan difokuskan guna mempertahankan
kondisi jalan yang sudah ada agar dapat bertahan hingga mencapai umur yang
telah direncanakan. Preservasi jalan meliputi:

a. Pemeliharaan rutin, yang merupakan kegiatan merawat serta memperbaiki

kerusakan-kerusakan yang terjadi pada ruas jalan dengan kondisi

pelayanan yang baik.
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b. Pemeliharaan berkala, yang merupakan kegiatan penanganan terhadap
setiap kerusakan yang diperhitungkan dalam desain agar penurunan
kondisi jalan dapat dikembalikan pada kondisi yang baik sesuai dengan
rencana.

c. Rehabilitasi, merupakan kegiatan kegiatan penanganan atas setiap
kerusakan yang diperhitungkan dalam desain agar penurunan kondisi jalan
dapat dikembalikan pada kondisi yang baik sesuai dengan rencana.

d. Rekonstruksi, meliputi kegiatan penanganan dengan tujuan untuk dapat
meningkatkan kemampuan ruas jalan dalam kondisi tidak mantap atau
kritis agar ruas jalan tersebut mempunyai kondisi pelayanan yang baik
sesuai dengan umur rencana yang ditetapkan.

e. Pelebaran menuju standar, merupakan kegiatan penanganan yang
dilakukan dengan tujuan untuk mendapat standar dimensi lebar jalan.

Pada dasarnya kegiatan perbaikan jalan merupakan upaya pemulihan Infrastruktur
Jalan yang mengalami kerusakan agar dapat digunakan dengan layak dan baik
serta agar infrastruktur jalan dapat berjalan dalam jangka waktu panjang.
Mengingat infrastruktur jalan merupakan pembangunan berkelanjutan yang
bertujuan meningkatkan perekonomian daerah dalam jangka panjang juga.
Berdasarkan Pasal 68 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan
Rakyat Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023, kriteria perencanaan teknis
preservasi jalan dibagi menjadi untuk rehabilitasi dan rekonstruksi perkerasan
lentur serta konstruksi perkerasan kaku. Dalam kriteria perencanaan teknis
preservasi jalan untuk rehabilitasi jalan perkerasan lentur meliputi beban lalu
lintas, nilai kerataan permukaan, nilai lendutan, dan umur rencana. Sedangkan
dalam kriteria perencanaan teknis preservasi jalan untuk konstruksi jalan
perkerasan lentur meliputi beban lalu lintas, daya dukung tanah dasar, dan umur
rencana.

Dalam penyelenggaraan jalan baik dalam pembangunannya maupun preservasi
atau kegiatan pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur jalan Daerah terutama
jalan di Provinsi Lampung. Pemerintah daerah yang dalam hal ini adalah
Pemerintah Provinsi Lampung dapat melaksanakan kegiatan penyelenggaraan

jalan dilakukan dengan menggunakan anggaran pendapatan daerahnya atau



19

APBD. Namun bukan berarti pemerintah pusat serta merta terlepas dalam
penyelenggaraan infrastruktur jalan di daerah, pemerintah juga turut memiliki
kewenangan dalam penyelenggaraan infrastruktur jalan daerah terutama dalam hal
penganggaran sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Namun berdasarkan Pasal 53 Ayat (2) Peraturan Menteri Pekerjaan
Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023, dalam
hal keterbatasan biaya terkait persyaratan teknis jalan dalam Kriteria perencanaan
teknis pembangunan jalan baru dapat dilaksanakan secara bertahap. Serta dalam
Ayat (3), dimana persyaratan teknis jalan dalam kriteria perencanaan teknis
preservasi jalan akan disesuaikan dengan kebutuhan dan sumber daya. Maka,
pentingnya peran pemerintah daerah dalam menyediakan infrastruktur jalan harus
disesuaikan dengan tingkat kebutuhan serta sumber daya daerah yang mampu
menompak aktivitas serta perekonomian masyarakat baik itu secara bertahap

dalam hal adanya kendala dalam penganggaran.

2.2. Kewenangan Otonomi Daerah Pemerintah Provinsi Lampung Dalam
Penyelenggaraan Infrastruktur Jalan

2.2.1. Pengertian Kewenangan Otonomi Daerah

Berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, yang berbunyi ‘“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas
daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota,
yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah,
yang diatur dengan Undang-Undang”.?® Dimana Indonesia sebagai Negara
Kesatuan dibagi menjadi pemerintahan pusat dan pemerintah daerah, dengan
kedaulatan tertinggi dijalankan oleh pemerintah pusat. Dengan pemerintah daerah
sendiri terdiri dari daerah provinsi yang dibagi kembali menjadi kabupaten dan
kota.

Pengertian negara kesatuan sendiri menurut pendapat Abu Daud Busroh adalah,
“Negara Kesatuan adalah negara yang tidak tersusun daripada beberapa negara,
seperti halnya dalam negara federasi, melainkan negara itu sifatnya tunggal,
artinya hanya ada satu negara, tidak negara di dalam negara. Jadi dengan

demikian, di dalam negara kesatuan itu juga hanya ada satu pemerintahan, yaitu

2l Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
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pemerintahan pusat yang mempunyai kekuasaan atau wewenang dalam segala
lapangan pemerintahan. Pemerintahan pusat inilah yang pada tingkat terakhir dan
tertinggi dapat memutuskan segala sesuatu dalam negara tersebut”?

Negara kesatuan dibagi menjadi dua bentuk yakni, negara kesatuan dengan sistem
sentralisasi yang dimana negara langsung dipimpin oleh pemerintah pusat dan
pemerintah daerah yang melaksanakan segala sesuatu yang didistribusikan oleh
pemerintah pusat. Serta negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, setiap
pemerintah daerah memiliki kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah
tangganya sendiri yang dikenal dengan istilah daerah otonom.?* Indonesia
merupakan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, sehingga dalam
menjalankan tugas pemerintahannya terdapat hubungan timbal balik terutama
dalam hal kewenangan dan pengawasan.

Penting untuk memahami bahwa kalimat pemerintah dan pemerintahan memiliki
dua makna yang berbeda. Pemerintah memiliki makna organ atau lembaga
eksekutif, sementara pemerintahan memiliki makna pada tugas dan fungsi dari
pemerintah itu sendiri.

Dalam Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah
adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
otonom. Pemerintah Daerah merupakan lembaga atau organ perangkat daerah
yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pemerintahan dengan kewenangan
daerah otonom untuk kesejahteraan masyarakat daerah otonom, dengan
pemerintah pusat yang memegang kedaulatan tertinggi yang diatur di dalam
peraturan perundang-undangan.

Pembagian pemerintah pusat dan pemerintah daerah sendiri didasari oleh kondisi
pemerintah daerah baik dalam segi geografi, kebutuhannya, serta potensi yang
dimilikinya setiap daerahnya tentunya berbeda-beda. Begitupun dengan kondisi
geografi, kebutuhan, serta potensi yang dimiliki pemerintah pusat. Sehingga,

apabila dalam penyelenggaraan negara ditetapkan peraturan yang sama di setiap

22 Abu Daud Busroh, 1990, Ilmu Negara (Jakarta: Bumi Angkasa).
2 Ni’matul Huda, 2020, Hukum Pemerintahan Daerah (Bandung: Penerbit Nusa Media).
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daerahnya akan menimbulkan berbagai konflik, kesenjangan yang berakibatkan
pada kesejahteraan masyarakat.

Sehingga Indonesia sebagai negara kepulauan dengan setiap daerahnya memiliki
geografi, kebutuhan, serta potensi yang berbeda dibagi menjadi daerah-daerah
provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Dengan setiap
provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang
menyelenggarakan tugas pemerintahannya dengan sistem asas desentralisasi dan
berdasarkan otonomi daerah.

Secara harfiah desentralisasi berasal dari bahasa latin, yakni de yang berarti lepas
dan centrum yang berarti pusat. Yang apabila digabungkan, desentralisasi
memiliki makna penyerahan kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah
daerah.* Desentralisasi merupakan salah satu asas dalam menjalankan pemerintah
daerah.

Sementara pengertian desentralisasi menurut para ahli sendiri adalah:

1. Menurut The Liang Gie, “Desentralisasi adalah pelimpahan wewenang dari
pemerintah pusat kepada satuan-satuan organisasi pemerintahan untuk
menyelenggarakan segenap kepentingan dari kelompok penduduk yang
mendiami suatu wilayah”.?

2. Menurut Joenarto, “Desentralisasi adalah memberikan wewenang dari
pemerintah negara kepada pemerintah lokal untuk mengatur dan mengurus
urusan tertentu sebagai urusan rumah tangganya sendiri”.

3. Menurut Amrah Muslimin, “Desentralisasi adalah sebagai pelimpahan
wewenang pada badan-badan dan golongan-golongan dalam masyarakat
daerah tertentu untuk mengurus rumah tangganya sendiri”.?’

4. Menurut Irawan Soejito, “Desentralisasi adalah pelimpahan kewenangan
pemerintah kepada pihak lain untuk dilaksanakan”.?®

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Desentralisasi adalah

24 Yusnani Hasyimzoem et al., 2017, Hukum Pemerintahan Daerah (Jakarta: PT RajaGrafindo
Persada).

25 The Liang Gie, 1993, Pertumbuhan Pemerintahan Daerah Negara Republik Indonesia (Jilid 1,
1I Dan III) (Yogyakarta: Penerbit Liberty).

26 Joeniarto, 1992, Perkembangan Pemerintahan Lokal (Jakarta: Bina Angkasa).

27 Amrah Muslimin, 1986, Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah (Bandung: Alumni).

28 [rawan Soejito, 1990, Hubungan Pemerintah Pusat Dan Daerah (Jakarta: Rineka Cipta).
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penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom
berdasarkan Asas Otonomi. Makna desentralisasi berdasarkan negara kesatuan,
merupakan wujud pelaksanaan dari konstitusi dan hakikat negara kesatuan dalam
pemberian kewenangan untuk melaksanakan urusan rumah tangga daerah.
Semetara makna desentralisasi berdasarkan ketatanegaraan, merupakan
penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah tingkat atas kepada daerah yang
menjadi urusan rumah tangganya.?® Berdasarkan penjabaran-penjabaran tersebut,
dapat disimpulkan desentralisasi merupakan penyerahan kewenangan dari
pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menjalankan urusan
penyelenggaraan pemerintahan daerah otonomnya dengan tujuan memenuhi
kepentingan daerahnya. Desentralisasi merupakan dasar dalam menjalankan
otonomi daerah.

Pengertian urusan pemerintahan sendiri terdapat dalam Pasal 1 Angka 5 Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014, dimana Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya
dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk
melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
Sementara urusan pemerintah daerah yang dimaksud sendiri meliputi urusan
wajib yang mencangkup penyelenggaraan pemerintah yang diatur dalam
peraturan perundang-undangan, serta urusan pilihan yang mencangkup urusan
pemerintahan daerah dalam meningkatkan kesejahteraan sebagaimana kondisi dan
potensi daerah masing-masing. Pada dasarnya urusan pemerintahan terbagi
menjadi dua. Yakni, urusan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah
Pusat yang dikenal dengan istilah urusan pemerintahan absolut dan urusan
pemerintahan konkuren yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan
pemerintahan pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan
Daerah Kabupaten/Kota.

Disamping adanya desentralisasi sebagai pemberian kewenangan pemerintah
pusat kepada daerah dalam menjalankan urusannya, dalam praktiknya terdapat

urusan pemerintahan yang sepenuhnya diselenggarakan oleh pemerintah tanpa

2 Husni Jalil et al., 2017, Hukum Pemerintahan Daerah Dalam Perspektif Otonomi Khusus
(Makasar: CV. Social Politic Genius).
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adanya desentralisasi. Dan terdapat urusan pemerintahan yang diselenggarakan
dengan asas desentralisasi.

Sementara berdasarkan etimologi otonomi daerah berasal dari kata “otonom™ dan
“daerah”, sementara dalam bahasa Yunani kata otonom berasal dari kata autos
yang berarti sendiri dan nomos yang berarti aturan atau Undang-Undang.*® Maka,
dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah merupakan kewenangan pemerintah
daerah dalam mengatur maupun menetapkan peraturan daerah dengan tujuan
menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah untuk kesejahteraan masyarakat.
Berdasarkan Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Otonomi
Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan
mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Serta dalam Pasal 1 Angka 7
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Asas Otonomi adalah prinsip dasar
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah. Sedangkan
berdasarkan Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Daerah
Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum
yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa
sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Pengertian Otonomi Daerah menurut para ahli adalah:

1. Menurut Syarif Saleh, “Otonomi Daerah adalah sebagai yang dimiliki
daerah dalam mengatur, dan memerintah daerah sendiri yang didasarkan
atas inisiatif dan kehendak sendiri dimana kewenangan itu bersumber dari
pemerintah pusat”.3!

2. Menurut Ateng Syarifuddin, “Otonomi mempunyai makna kebebasan atau

kemandirian tetapi bukan kemerdekaan melainkan kebebasan yang terbatas

30 Ani Sri Rahayu, 2018, Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, Dan Aplikasinya
(Jakarta: Sinar Grafika).

31 Yahya Ahmad Zein, Mawardi Khairi, and Rinda Philona, 2021, Hukum Pemerintahan Daerah
(Aceh: Syiah Kuala University Press).
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atau kemandirian itu terwujud atas pemberian kesempatan yang harus dapat
dipertanggungjawabkan”.?

3. Menurut Mariun, “Otonomi Daerah adalah kebebasan yang dimiliki oleh
pemerintahan daerah yang memungkinkan mereka untuk membuat inisiatif
sendiri dalam rangka mengelola dan mengoptimalkan sumber daya yang
dimiliki oleh daerahnya sendiri. Otonomi daerah merupakan kebebasan
untuk dapat berbuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat”.

4. Menurut Philip Malwood, “Otonomi Daerah adalah suatu pemerintah
daerah yang memiliki kewenangan sendiri di mana keberadaannya terpisah
dengan otoritas yang diserahkan oleh pemerintah guna mengalokasikan
sumber material yang bersifat substansial mengenai fungsi yang berbeda”.**

Berdasarkan penjabaran mengenai pengertian otonomi daerah, otonomi daerah
adalah hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah dalam sistem Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang bersumber dari pemerintah pusat dengan
penyelenggaraan pemerintahan yang berprinsip pada asas otonomi dimana
pemerintah daerah memiliki kewenangan seluas-luasnya dalam mengatur
daerahnya yang harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat untuk
kesejahteraan masyarakat daerah seluas-luasnya.

Otonomi sendiri memiliki makna kebebasan atau kemandirian (zelfstandigheid),
tetapi bukan berarti kemerdekaan (onafhankelijkheid).®> Sehingga, meskipun
terdapat istilah kata otonomi seluas-luasnya dalam menyelenggarakan urusan
pemerintahan daerah, pemerintah daerah tetaplah memiliki batasan-batasan dalam
kewenangan yang dimilikinya. Batasan yang dimaksud sendiri merupakan
kebijakan yang diatur pemerintah pusat serta batasan kewenangan yang diatur
dalam peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dikarenakan kedaulatan

tertinggi diduduki oleh pemerintah pusat. Serta peraturan perundang-undangan

32 Ateng Syarifuddin, 1985, Pasang Surut Otonomi Daerah (Bandung: Binacipta).

33 Raymond Leonard Muloko, Rafael R Tupen, and Hernimus Ratu Udju, (2023), “Pelaksanaan
Pemungutan Retribusi Tempat Khusus Parkir Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli
Daerah Kabupaten Sikka,” COMSERVA 03, https://tb.gy/gicszo. Diakses pada 1 Januari 2024.

3% Rahayu, 2018, Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, Dan Aplikasinya
(Jakarta: Sinar Grafika).

35 Juanda, 2021, Hukum Pemerintahan Daerah Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara
DPRD Dan Kepala Daerah (Bandung: P.T. Alumni).
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yang berfungsi sebagai mengatur, agar pelaksanaan desentralisasi dan otonomi
daerah dapat berjalan secara optimal sebagaimana yang diinginkan.

Secara teoritis otonomi dikelompokan menjadi lima bentuk, yakni Otonomi
Organik dimana kewenangan pemerintah daerah sebagai kekuatan pemerintah
daerah agar dapat berjalan sendiri tanpa bergantung dengan pemerintah pusat.
Otonomi Formal, dimana daerah otonom dibatasi dengan peraturan perundang-
undangan. Otonomi Material, merupakan kewenangan pemerintah daerah yang
diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Otonomi Riil, bahwa
kewenangan pemerintah daerah yang diberikan berdasarkan kemampuan serta
kebutuhan pemerintah daerah. Dan terakhir Otonomi Nyata, bertanggung jawab
dan dinamis, yakni sebagai perwujudan dari layanan pemerintah daerah yang
selaras dengan konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan pemberian

kewenangan yang berdasarkan kondisi objektif daerah.

Otonomi daerah sendiri merupakan wujud dari demokrasi politik bersama dengan
partai politik dan Dewan Perwakilan Daerah. Selain bertujuan dalam
mensejahterakan masyarakat daerah, otonomi daerah memiliki tujuan dalam
meningkatkan pelayanan publik, mengembangkan kehidupan demokrasi,
peradilan nasional, mewujudkan wilayah regional yang adil, memelihara
hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, mendorong pemberdayaan
masyarakat, serta meningkatkan peran pemerintah daerah dan masyarakat daerah

melalui Dewan Perwakilan Daerah.

2.2.2. Kewenangan Pemerintah Provinsi Lampung Dalam Penyelenggaraan
Infrastruktur Jalan

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya berdasarkan Pasal 15 Ayat (1)
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 dan Pasal 58 Ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2006, Pemerintah Provinsi Lampung memiliki
kewenangan dalam penyelenggaraan jalan provinsi yang meliputi kewenangan
dalam pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan provinsi.
Serta berdasarkan Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2006,
pemerintah provinsi juga menerima pelimpahan sebagian wewenang oleh

pemerintah pusat dalam penyelenggaraan jalan nasional. Yakni mencangkup
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wewenang dalam perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta
pengoperasian dan pemeliharaan jalan nasional.
Serta berdasarkan Pasal 13 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,
kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi adalah:
1. Urusan pemerintahan yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota.
2. Urusan pemerintahan yang penggunanya lintas daerah kabupaten/kota.
3. Urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah
kabupaten/kota.
4. Urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien
apabila dilakukan oleh daerah Provinsi.
Dalam hal ini, pembagian urusan yang menjadi kewenangan Provinsi Lampung
terkait infrastruktur Jalan sendiri mencangkup Pembagian urusan pemerintahan
bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, dimana Pemerintah Provinsi
Lampung berwenang dalam penyelenggaraan jalan provinsi. Serta pembagian
urusan pemerintahan bidang perhubungan, yakni terkait Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan Pemerintah Provinsi Lampung berwenang dalam:
1. Penetapan rencana induk jaringan LLAJ provinsi.
2. Penyediaan perlengkapan jalan di jalan provinsi, pengelolaan terminal
penumpang tipe B.
3. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan
provinsi.
4. Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan provinsi. Audit
dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan provinsi.
5. Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang
antar kota dalam 1 daerah provinsi.
6. Penetapan kawasan perkotaan untuk layanan angkutan perkotaan yang
melampaui batas 1 daerah kabupaten/kota dalam 1 daerah provinsi.
7. Penetapan rencana umum jaringan trayek antar kota dalam daerah
provinsi dan perkotaan yang melampaui batas 1 daerah kabupaten/kota.
8. Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang melampaui 1

daerah kabupaten dalam 1 daerah provinsi.



27

9. Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi
dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya melampaui daerah
kota/kabupaten dalam 1 daerah provinsi.

10. Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas
daerah kabupaten/kota dalam 1 daerah provinsi.

11. Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan taksi yang wilayah operasinya
melampaui lebih dari 1 daerah kabupaten/kota dalam 1 daerah provinsi.

12. Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani
trayek antar kota dalam daerah provinsi serta angkutan perkotaan dan
perdesaan yang melampaui 1 daerah kabupaten/kota dalam 1 daerah
provinsi.

Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan provinsi sendiri diatur
dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Analisis Dampak Lalu Lintas. Dengan Gubernur yang berwenang dalam
menetapkan, yang juga dengan telah melewati pertimbangan bupati atau Walikota
yang bersangkutan apabila berlokasi di antara jalan provinsi dan kabupaten/kota
atau jalan desa. Sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 Ayat (2)
Analisis Dampak Lalu Lintas wajib dilakukan dalam infrastruktur jalan tepatnya
dalam pembangunan infrastruktur jalan layang (flyover), lintas bawah
(underpass), dan terowongan (tunnel) dalam hal pembangunan infrastruktur jalan
layang (flyover), lintas bawah (underpass), dan terowongan (tunnel) merupakan
akses dari/ke eksisting (yang sudah ada). Analisis Dampak Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan sendiri meliputi kondisi prasarana jalan, kondisi lalu lintas
eksisting (yang sudah ada), dan kondisi angkutan jalan.

Adanya otonomi daerah dalam kewenangan mengatur otonomi daerahnya seluas-
luasnya, dengan bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat seluas-luasnya.
Pemerintah Provinsi Lampung dengan bertumpu pada otonomi daerah yang
bersifat lintas daerah, dengan tujuan meningkatkan pendapatan daerah untuk
menunjang penyelenggaraan otonomi daerah. Telah ditetapkan retribusi izin
dispensasi jalan dan kompensasi atas muatan lebih angkutan barang dalam
Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2000. Izin tersebut

diberikan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk, dengan berlaku selama 5
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tahun dan dapat diperpanjang dengan Keputusan Gubernur yang tentunya
disampaikan kepada DPRD. Gubernur juga dapat memberikan pengurangan,

keringanan, hingga pembebasan retribusi berdasarkan kemampuan wajib retribusi.

2.3. Hak Dan Kewajiban Masyarakat Atas Infrastruktur Jalan
Selain dari segi pemerintah, masyarakat juga memiliki peran serta hak terkait
penyelenggaraan infrastruktur jalan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Ayat (1)
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, masyarakat berhak atas:
a. Memberi masukan kepada penyelenggara jalan dalam rangka pengaturan,
pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan.
b. Berpartisipasi dalam penyelenggaraan jalan.
c. Memperoleh manfaat atas penyelenggaraan jalan sesuai dengan spm yang
ditetapkan.
d. Memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan jalan
e. Memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pembangunan
jalan.
f. Mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat
pembangunan jalan.
Masyarakat juga berdasarkan Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Daerah Provinsi
Lampung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Ruang Milik Jalan,
memiliki hak untuk:
1. Memperoleh informasi mengenai pelaksanaan pemanfaatan ruang milik
jalan.
2. Memperoleh manfaat atas pelaksanaan pemanfaatan ruang milik jalan.
3. Mendapat kesempatan untuk mengajukan saran dan/atau pendapat terkait
dengan pemanfaatan ruang milik jalan.
4. Mengajukan laporan dan pengaduan kepada pihak yang berwenang atas
kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat pemanfaatan ruang milik jalan.
Masyarakat juga memiliki kewajiban untuk ikut serta menjaga ketertiban dalam
pelaksanaan pemanfaatan ruang milik jalan dengan memperhatikan kepentingan
umum dan keberlangsungan fungsi jalan. Masyarakat juga memiliki kesempatan
yang sama untuk berperan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan

pengawasan terhadap pemanfaatan ruang milik jalan.
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Berdasarkan pernyataan hak peran masyarakat dalam memberi masukan kepada
penyelenggara jalan dalam rangka pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan
pengawasan jalan. Yang dapat dilakukan oleh masyarakat dengan cara pengaduan
kepada ombudsman maupun dinas PUPR terdekat. Namun dengan perkembangan
zaman yang semakin canggih, pemerintah telah menyediakan layanan pengaduan
untuk infrastruktur jalan yang rusak dengan menggunakan website dan aplikasi
resmi Bina Marga dan kementerian PUPR. Layanan website yang dimaksud
sendiri adalah Lapor.go.id, yang diprogram dengan tujuan untuk meningkatkan
partisipasi masyarakat dalam pengawasan program kinerja pemerintah agar
penyelenggaraan pembangunan layanan publik berjalan baik sesuai yang
seharusnya.?® Pemerintah juga menyediakan aplikasi layanan pengaduan untuk
infrastruktur jalan yang rusak yang bernama Jalan Kita yang dapat masyarakat
unduh dengan mudah di App Store.

Selain dapat mengajukan laporan pengaduan masyarakat juga dapat mengajukan
gugatan. Gugatan yang dapat diajukan sendiri bukan sekedar gugatan atas
kerugian akibat pembangunan jalan, namun juga gugatan atas kerusakan
infrastruktur jalan. Contoh kasusnya, gugatan ahli waris Almarhum Santun
Silaban dengan melakukan mengajukan gugatan atas tuntutan ganti kerugian
kepada pemerintah sebagai pengelola badan jalan, yang tertuang dalam putusan
Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 21/Pdt.G/2013/PN.Pms dan juga
gugatan Keluarga Almarhum Ponti Kadron Nainggolan yang tewas dalam
kecelakaan akibat jalan rusak (berlobang) sebagaimana tertuang dalam Putusan
Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 397/PEN/PDT/2017/PT.BDG.*
Mengajukan gugatan pidana juga secara tegas diatur dalam Pasal 273 Ayat (1)
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, yang berbunyi “Setiap penyelenggara
Jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki Jalan yang rusak yang
mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24

ayat (1) sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan Kendaraan

36 Amuharnis, Defiariany, and Fitra Kasma Putra, (2023), “Analisis Efektivitas Tindak Lanjut
Sistem Lapor.Go.ld Pengaduan Online Kepuasan Masyarakat Menggunakan Metode CSI,”
Ensiklopedia of Journal 5, no. 3: 543—-49, https://shorturl.at/fwd2N. Diakses pada 1 Januari 2024.
37 Muhammad Taufiq Anshari Siregar, (2020), “Upaya Yang Dapat Dilakukan Oleh
Korban/Pengguna Jalan Meminta Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Jalan Atas
Terjadinya Kecelakaan Akibat Jalan Rusak,” Jurnal EduTech 6, https://tb.gy/458li4. Diakses pada
1 Januari 2024.
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dan/atau barang dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda
paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”. Serta Pasal 273 Ayat (1)
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, yang berbunyi “Penyelenggara Jalan
yang tidak memberi tanda atau rambu pada Jalan yang rusak dan belum diperbaiki
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara
paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp1.500.000,00 (satu juta
lima ratus ribu rupiah)”.3®

Masyarakat juga dapat mengajukan gugatan kepada pemerintah baik pusat
maupun daerah secara berkelompok terkait pemenuhan hak perlakuan khusus
pengguna jalan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 243 Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2009. Sehingga infrastruktur jalan yang rusak yang tidak memberikan
fasilitas jalan yang layak dan nyaman serta aman untuk masyarakat khusus yang
menyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit
dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri. Makna dari mengajukan gugatan
secara berkelompok sendiri mengacu kepada gugatan Legal Standing dan Class
Action. Yang merupakan gugatan perwakilan kelompok tertentu masyarakat serta
perwakilan atas kepentingan umum baik kelompok masyarakat maupun
Organisasi Non Pemerintah atau ORNOP.

Masyarakat juga memiliki hak dan kewajiban dalam turut serta dalam
penyelenggaraan jalan sebagaimana diatur dalam tujuan penyelenggaraan jalan
Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022. Terutama dalam:

1. Ketertiban, keamanan, kelancaran, keselamatan arus penumpang dan
barang, serta kepastian hukum dalam penyelenggaraan jalan.

2. Penyelenggaraan jalan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi,
percepatan  distribusi  logistik, pemerataan pembangunan, dan
implementasi pembangunan jalan berkelanjutan.

3. Layanan jalan yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan
masyarakat dengan memenuhi kinerja jalan yang laik fungsi dan berdaya
saing.

4. Sistem jaringan jalan yang efisien dan efektif untuk mendukung

terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu.

38 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
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5. Pengusahaan jalan tol yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan serta
memenuhi SPM.
6. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan jalan.
Sehingga dapat terwujudnya penyelenggaraan infrastruktur jalan yang efektif,
efisien, dan optimal serta dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan

meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



BAB II1
METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Dan Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penelitian ini adalah jenis penelitian hukum
normatif. Jenis penelitian hukum normatif atau jenis penelitian yuridis normatif
merupakan penelitian terhadap asas-asas atau doktrin dalam ilmu hukum,
sistematika hukum, dan terhadap taraf sinkronisasi hukum baik vertikal maupun
horizontal. Penelitian terhadap asas-asas hukum sendiri sering disebut dengan
Study Dogmatic atau Penelitian Doktrinal (Doctrinal Research), merupakan
penelitian terhadap asas dan doktrin dalam hukum positif yang berlaku.
Sedangkan, penelitian terhadap sistematika hukum dan terhadap taraf sinkronisasi
hukum merupakan penelitian yang berpusat dalam sistematika hukum yang
meneliti terkait apa saja yang hukum positif tertulis serta tingkat sinkronisasi

antara peraturan perundang-undangan.’’

Pada dasarnya penelitian hukum
normatif merupakan penelitian teoritis terhadap asas-asas hukum atau doktrin
yang berlaku dan sistematika hukum serta penelitian terhadap sinkronisasi atas
hukum yang berlaku. Dengan tujuan untuk mengidentifikasi terkait hak dan
kewajiban serta kewenangan terkait infrastruktur jalan sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka sumber data penelitian yang
akan digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder.

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian kualitatif. Merupakan tipe
penelitian yang menyajikan hasil penelitian dalam bentuk deskripsi yang

berisikan hasil analisis terhadap sumber data sekunder atau kepustakaan yang

diperoleh.

39 Zainuddin Ali, 2014, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika).
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3.1.1. Sumber Data Sekunder
Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh melalui hasil dari
menganalisis, menelaah dan mengutip kajian teori dari sumber literatur terpercaya
terkait dengan penelitian yang ingin diteliti. Dalam sumber data sekunder terdapat
bahan hukum yang digunakan dalam penelitian. Yakni bahan hukum primer,
bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.
Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersumber dari peraturan
perundang-undangan dan putusan pengadilan terkait. Dalam penelitian ini paham
hukum primer yang digunakan diantaranya:
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
b. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.
c. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan
Angkutan Jalan.
d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.
f. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.
Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersumber dari literatur
terkait berupa buku, jurnal hukum terkait, dan kamus hukum yang akan dianalisis
dan dikelola serta mengutip kajian landasan teori dalam tujuan memahami
permasalahan yang akan diteliti. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum
yang bersumber dari kamus serta internet yang berisikan penjelasan lebih lanjut
mengenai bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer.
Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian kualitatif. Merupakan tipe
penelitian yang menyajikan hasil penelitian dalam bentuk deskripsi yang
berisikan hasil analisis terhadap sumber data sekunder atau kepustakaan yang

diperoleh.
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3.3. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan
Perundang-Undangan dimana pendekatan penelitian dilakukan dengan
menganalisis kesesuaian antara Undang-Undang terkait dengan permasalahan
hukum yang akan diteliti, dan Pendekatan Konseptual merupakan pendekatan
masalah melalui doktrin dan ilmu hukum yang berkembang terkait permasalahan

hukum yang akan diteliti.

3.4. Pengolahan Data

Pengolahan data yang akan digunakan tentunya adalah pengolahan data Analisis
Kualitatif dengan sifat deskripsi, serta pengolahan data tabulasi dengan
penggunaan tabel untuk mempermudah dalam memahami data. Dalam
pengelolaan data analisis, kesimpulan dalam hasil penelitian akan disajikan dalam
bentuk deduktif yang disajikan dalam bentuk umum dan kemudian dilanjutkan

dengan penyajian aspek khusus dari hasil analisis data.



BAB YV
PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian hukum normatif terkait “Pemenuhan Hak Masyarakat
Atas Infrastruktur Jalan Di Provinsi Lampung” yang telah dilakukan dapat
disimpulkan, bahwa masyarakat memiliki hak untuk ikut berpartisipasi dalam
penyelenggaraan infrastruktur jalan di Provinsi Lampung, dari memberikan
pendapat, memberikan  informasi, melakukan pengawasan terhadap
penyelenggaraan infrastruktur jalan di Provinsi Lampung hingga hak untuk
terlibat dalam penganggaran infrastruktur jalan. Namun terdapat permasalahan
masyarakat dalam mendapatkan hak-haknya. Yakni, masyarakat sulit
mendapatkan informasi yang transparan dikarenakan dikhawatirkan memicu
kontroversi terutama untuk wilayah terpencil, banyaknya gangguan serta
kurangnya sosialisasi yang diberikan pemerintah dalam melakukan kegiatan
laporan terkait jalan rusak, dan kurang cepatnya pemerintah dalam menanggapi
laporan jalan rusak hingga kurangnya sosialisasi atas sarana dan tahapan cara
masyarakat untuk melaporkan infrastruktur jalan yang rusak. Masyarakat juga
masih merasakan nilai ganti rugi terkait kesalahan pembangunan dan kecelakaan
akibat jalan rusak, tidak sesuai dengan kerugian yang dialami.

Pemerintah sendiri telah melakukan berbagai upaya dalam pemenuhan hak
masyarakat atas infrastruktur jalan di Provinsi Lampung. Diantaranya
mengalokasikan dana sebesar Rp 814,7 Miliar, perencanaan perbaikan
infrastruktur jalan sebanyak 72 ruas jalan dengan sisa 10 ruas jalan pengerjaan.,
hingga menetapkan target kinerja untuk kemantapan kondisi infrastruktur jalan.

Namun kurangnya penganggaran, peraturan yang terkait, SDM yang kurang
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memadai, serta partisipasi masyarakat menjadi faktor penghambat Pemerintah

dalam pemenuhan hak masyarakat atas infrastruktur jalan di Provinsi Lampung.

5.2. Saran
Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, saran yang
dapat diberikan untuk meningkatkan upaya pemerintah dalam ‘“Pemenuhan Hak
Masyarakat Atas Infrastruktur Jalan Di Provinsi Lampung”, sendiri diantaranya :
1. Pemerintah perlu meningkatkan fasilitas masyarakat untuk mendapatkan
informasi yang transparan terkait infrastruktur jalan terutama untuk
wilayah terpencil. Meningkatkan kualitas aplikasi dan website penerimaan
laporan kerusakan jalan, disertai dengan pengadaan sosialisasi tata cara
pengaduan atas infrastruktur jalan yang rusak sehingga kegiatan pemberian
pendapat dan partisipasi masyarakat dalam seluruh  kegiatan
penyelenggaraan jalan. Mengadakan musyawarah untuk menetapkan nilai
ganti rugi atas kesalahan pembangunan dan kecelakaan akibat jalan rusak
sesuai dengan kerugian yang dialami masyarakat, dengan nilai ganti rugi

yang dapat dipertanggung jawabkan dan dapat diperhitungkan.

2. Pemerintah perlu meningkatkan APBD, serta pelaksanaan retribusi atas
muatan lebih secara optimal, dan meningkatkan SDM. Pemerintah juga
perlu meningkatkan komunikasi dan kerjasama dengan masyarakat, agar
masyarakat lebih berpartisipasi dalam penyelenggaraan infrastruktur jalan
di Provinsi Lampung, baik dalam segi pengawasan, berpendapat, hingga
penganggaran dan pemeliharaan jalan. Hal tersebut dapat dimulai dengan
pengadaan sosialisasi dan pembinaan yang optimal dan menyeluruh

kepada masyarakat.
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